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(ALASAT AH FIETH EONMTEMPORER)
ITTIRA" ULANMA EOMIS FATWA 3E INDOMNEZLA V TAHLUTY 3015

Tentang

FANDUAMN JAMTMNAN EEISEHATAN MNAIIOMAL DAMN BFJ3 EEAEHATAM

4 Deskripsi Masalah

E.

Kewehatan adalah hak dasar setop omng, din semma warpe oegara bechak
mendipatkan  pelayanan  kesshatan Denpan  memperiimbangian ingiat wepensi
Eesehatan termasnk menplankan amenabh UTUD 1945, maka FPemerimnh baik di
tingkat pmsat mompun dasrab telah melaknkan beberapa opaya nomk meninplatdan
Eemmdaban akses masyarakat pada fwdlits besehatn DN antamnye adalah denpan
menerbitkan Undang-Uindans Momor 40 Taban 2004 tentans Sistem Jamiran Sosial
Massomal (UTT 575N} dan Undang-Unding Momor 24 Tabon 2011 teptanp Badan
Feorelenprara Jamman Soznl (U0 BFTS). Mempedhatikan propram temmasek modas
transakzsomal vanpg dilaknlkan olek EF]S — Ehasansnya EF]S Fesehatan - dasi perspekiaf
ekooomi Izlare dan Sgh cywamalab, dengan memmk pada Fatoe Dewan Syad'ak
MNazsomal-Biajelss Ulapya Indomesia (DSNN-RBIUT] dae beberapa literatnr, campaksya
bakwa secara mwomm program EF]S Kesrhatap bebzpy menceomankan kEomtep ideal
jaminar sosial dalam Itlaps tedebhih s jika dilibat dag bobaepen hokees atoe akad
amtar pam pikak

Dabim hal terpdi keterlambatan pembayaran Inran namk FPekerja Penemma Upah,
maks dikenalkan denda administracf sebesar 2% (doa permen) per bmlan dan toml
imran yang termppprk paling bamyk nomk wakm 3 (tiga) bulan Desnda tecsebot
dibayarkan bermamaan denpan il mman fang termngmak oleh Femberi Eera
Sementara kecerdambatan pembayaran Inran nanmk Feserta Bokan Fenerima Upah dan
Enkan Fekerja difenakan denda keterlambatan sehesar 2% (dma persen) per bmlan dari
total mran Famg termngmak palng banvak ommEk vakm § (enam) bohin yemg
dibayarkan berzamaan dengan todal mman yang termanemk

Bumusan Masalah
D deskripsi di atas timbal beberapa mazahh sebagai begbkne:
1. Apakak kEootep dan praksk EF]E Fesshatam vang dibkamalon berdasacdkears
petann pemndanp-undangan telah pemepnhd prinsip sracak?
2. Jika dipanding belom telabh memesmhi pomsip spanak, apa sobosi vang dapat
diberikan agar BF]S FKesshatam terebot dapat memennbi prinsip syanah?
3. Apakab denda adminivhacf sebemr 2% (dua persen) per bolan dari tom] mem
vang dikemakan kepada peserma akibat terlambar membayar mman ddak
bertentangan dengan prinsip syoah?

C. Estentuan Huloam Dan Relbomend asi

1. Penyelengrarman jaminan sosial olsh BFJE Kesehatan, tematama vang cerkir
dengan akad antar pama pihak tidak sesnai dengan pomsip sfamah, Earena
mepmandnng ansar gharar, maisr dan mha
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Tidak sy kekbsmatiran ferbodap meweka dox tidak (bela) meveks beroedid Batf Faf oramg-
ks kamy orsag-sroxg weay beriman. Aoka gka komu Gdak memgeniakon (mexinggalkan g
ribs), maks ketaduilad, bahew Alsh dem Ramn-Nyg skan memersxgion. Dax jika kamw
bertauiar (don peapaebisn ks, maks bogiew fokok Bortaen; ko Sank moagaing dew
tidak (fwiz| samwizea. Daw fka [srewg berbeimy %) delom kervhorsy, maks berilsh tawggud
sempal dig berksigangen. Do mempedekobibsn [rebggion atow serwe wtang) Bw, kb bark
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II. HUKUM ASUBRANSI BP]5

Deskripsi :

BP]S Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan) adalah badan hukum yang dibentuk dengan Undang-
Undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial yang
difugaskan khusus cleh pemerintah untuk menyelenggarakan
jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

BPF]5S Kesehatan bersama BPFJ5 Ketenagakerjaan (dahulu
bermama Jamsostek) merupakan program pemerintah dalam
kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JEIN) yvang diresmikan
pada tanggal 31 Desember 2013. Untuk BP]S Kesehatan mulai
beroperasi sejak tanggal 1 Januar 2014, sedangkan BFJS
Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2014. BPTS Kesehatan
sebelumnya bernama Askes (Asuransi Kesehatan), vang dikelola
oleh PT Askes Indonesia (Persero), namun sesuai UL No. 24
Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Askes Indonesia berubah menjadi
BPJ5 Kesehatan sejak tanggal 1 Januar 2014,

Adapun azas asuransi BP]5 adalah kemanusiaan, manfaat
dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan
prinsip: kegotong-royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian,
akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan wajib dan dana amanat.
Dan program-programnya, meliputi : jaminan kesehatan, jaminan
kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan
kematian.

Setiap warga negara Indonesia dan warga asing yang sudah
berdiam di Indonesia selama minimal enam bulan wajib menjadi
anggota BP]5. Ini sesuai pasal 14 ULl BPJ5. Setiap perusahaan
wajib mendaftarkan pekerjanva sebagai anggota BF]5. Sedangkan
orang atau keluarga vang tidak bekerja pada perusahaan wajib

=115~
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mendaftarkan dirfi dan anggota keluarganya pada BPJ5. Setiap
peserta BPJ]S akan ditarik furan yang besamya ditentukan
kemudian. Sedangkan bagi warga miskin, iuran BPJS ditanggung
pemerintah melahid program Bantuan Iuran.

Adapumn furan peserta vang bukan pekerja adalah ssbesar: Bp 25 500,
Ep42500, dan Fp.59.500 sesuai dengan kelasnya masing- masing.

Adapun bagi anggota vang terlambat membayar iuran, maka:
Eeterlambatan pembayaran Iuran untuk Pekerja Penerima Upah
dikenakan denda administratif sebesar 2% [dua persen) per bulan
dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3
(tiga) bulan, yang dibayarkan bersamaan dengan total furan vang
tertunggak oleh Pemberi Kerja.

BPF]5 berwenang menempatkan dana jaminan sosial untuk
inwestasi jangka pendek dan jangka panjang. Investasi bertujuan
untuk pengembangan aset, tentunya dengan ketentuan yang
disepakati. Instrumen inwvestasi dana dialokasikan di berbagai ling,
diantaranya : saham di bursa efek, real estate, tanah, bangunan
dan alokasi investasi lainya.

Pertanyaan:

1. Bagaimana hukum setoran BPJ5 di bank konvensional 7

2. Apakah konsep Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJ5 sesuai
dengan svariah Islam?

3. Bolehkah pemerintah mewajibkan keikutsertaan rakyat pada
program BPJ5 7

4. Apakah boleh pemerintah menerapkan denda kepada peserta
atas keterlambatan membayar iuran yang di sepakati 7

5. Bagaimana hukum investasi dana yvang dilakukan oleh BPJS di
berbagai sektor 7
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Jawaban:

1

Selama ini dana BPJS disetorkan di bank kemvensional
dalam Keputusan Munas Alim Ulama di Bandar Lampung
Pada Tanggal 16-20 Rajab 1412 H/21-25 Januari 1992 M telsh
diputuskan bahwa menurut NU hukum bank kenvensional
adalah khilaf : halal, mubah, syubhat.

BPJ5 sesual dengan syariat islam dan masuk dalam agad
ta awun

Pemerintzh boleh mewajibkan kepada semua warga negara
mengikuti program BPS, dengan catatan bagi yang miskin
biaya ditangmung oleh pemerintah.

Boleh bagi yang mampu membayar

5. Pada dasamya investasi diperbolehkan demi memenuhi

kebutuhan dana kesehatan, namun jika investasi pada sektor
vang jelas haramnya atau masth diragukan kehalalannya maka
hukumnya haram.
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FRESICET
FEFUBLIE IHESSRESA

UNDANG-UNDANG EEFUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1992
TENTANG
USAHA PERASUEANSIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REEPUELIE INDMONESIA

Mlenimbang : 2. babera untuk mewujndkan masyarakat adil dan makour

berdasarkan Pancasila dan UndansUndans Dasar 1945,
pembanzunan di segala bidang perlu dilalsanakan secara
berkesinambungan;

b. babwa dalam pelabsanasn pembangunan dapat tefjadi
berbagal ragam dan jenis fsiko yang parlu ditanseulansi
oleh masyarakat;

¢. babmra usaha perasuransian yang sshat merupakan salah
sabu upaya unbik menangsulansi risko yang dihadapi
angeota masyarakat dan selalizus merapalan salah zat
lembaga penghimpun dana masyarakat, sehingaa memdliki
kedudukan stratesis dalam pembangunan dan kehidupan
perekonomian, dalam upaya memajuban kessjahteraan
am

d. babwa dalam rangka meningkatkan peraman usaha
perasuransian  dalam pembansgiunan,  perlu  diberikan
kesempatan yang lebib luzs bagi prhak-pihak vane ingin
mengabaikan prinsip usaha yang sehat dan bertanssunse
jawab, vang sekalisus dapat mendorons  kesiatan
perekonomian pada umumnya;

e. babmra sehubungan dengan hal-hal terssbut dipandane
periu untuk menetapkan Undang-undang tentang Usaha

Parasuransian
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FRESIDEM
FREFLBLIR IMDOME 51

UNDANG-UNDANG FEPFUELIE [INDONESLAL

NOBOR 24 TAHUN Z011

TENTANG

BADAN PENYELENGGARA JARMMNAN SOSIAT,

DENCAN FAHBAT TUTHAN YANG MAHA ESA

FEESIDEN FEFUHLIEK INDONESLIA,

a balvea Sistem jamimen social OASIOnsl merupakan

FToETAIE. OAEATE  YANE bertdjuan  membarikan
kepactian parindumgan dan keseahterasmn sosial
bl salumah rakoyat;

balmea untuk meenyadioen tujuan Sister jaminan
oosial macional parh dibantuk badan PerpelangEaTy
yang berbantul badan hnlnom bardasarksn prinsip
kegotongroyongan, nirtaba, kotcrbukasn, kohas-
hatian, alntabiliouc, portabilitss,  Kepesortsm
bersifat wajib, dans amanat, dan haol pengeloiasn
dana  jarminan cocial  saluruhnya  uniuk
pengumbangan prograie dan untik sobesar-basar
balhmea bardacariosn Pasal 5 ayat (1] dan Pasal 52
Undang-Undang Nomor 40 Tahun Z004 tantang
Sictern Jarpinan Social Nasional, hanes dihembalk
Hadan Fomydanggera Jomminan Sosial dangan
Undang-iindang yang Ecrupaisn  manciormacd
keempat Hadan Usaha Milik Negers ol
memparcepat tarcelenggaTranya CiSiein  jaIminan
oosial nacional bag selumoh ralkyat Indondeciag
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ABSTRAC

This research is a comparative result in response to the results of the
government's decision on Social Insurance Administration Organization (BPJS
Kesehatan) with the fatwa of the Indonesian ulema council (MUI) in ijtimak’
ulamaV in 2015 and the 33rd fatwa jam'iyah nahdhotil ulama (NU) in 2015. The
purpose of this study discussed whether BPJS kesehatan was in accordance with
Islamic sharia, or there are even points that are contrary to the basic values of
Sharia. This research is also as a bridge in revealing the difference arguments
from big organizations in Indonesia (MUI & NU) against the application of
Social Insurance Administration Organization (BPJS Kesehatan) as a solution
to refinement of the public health regulation in Indonesia. This study employed
the type of library research in which the researcher studied the primary data
sources such as the results of ijtimak ulama to V in 2015, the results of the 33rd
NU conference in 2015, constitutions and political decision commited by
President related to Social Insurance Administration Organization (BPJS
Kesehatan), with the further addition of secondary literacy sources such as books
Hadith, figh books, scientific journals and books closely related to research
materials. This research emerged data to be processed. In addition, the data
research obtained through the method washfi tahlili wal mugorin (Descriptive
Analytical, and comparative) namely by reading, recording, analyzing.
Furthermore the data were then compiled / compared. Thus, the data can be
clearly understood, and both methods were used to formulate some solutions of
the different argument from many points of view in the study. To conclude, the
solution which the researcher offered is to combine the two opinions of fatwa
MUI and NU related to Social Insurance Administration Organization (BPJS
Kesehatan), in other words it is well known as al-jama' baina qoulain technique.
It is the better solution to the problems of Social Insurance Administration
Organization (BPJS Kesehatan). Moreover this solution is in the better solutions
so that BPJS can be run until waiting for the emergence of the concept of BPJS
Health Sharia



ABSTRAK

Penelitian ini merupakan hasil komparatif sebagai jawaban atas hasil
keputusan pemerintah tentang badan penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan
(BPJS Kesehatan) dengan fatwa majelis ulama Indonesia (MUI) dalam ijtimak’
ulama V tahun 2015 dan fatwa jam’iyah nahdhotil ulama (NU) ke- 33 tahun
2015. Tujuan dari penelitian ini membahas apakah BPJS kesehatan sudah sesuai
dengan syariat Islam, atau bahkan terdapat point-point yang bertentangan
dengan nilai dasar syariah, penelitian ini juga sebagai penjembatanan dalam
menyingkap perbedaan pendapat dari organisasi besar di Indonesia (MUI & NU)
terhadap penerapan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan (BPJS
kesehatan) sebagai solusi untuk mengangkat tarah kesehatan masyarakat
Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka dengan
mempelajari sumber-sumber data primer seperti hasil ijtimak ulama ke V 2015,
hasil muktamar NU ke-33 2015 dan undang-undang serta keputusan presiden
terkait dengan badan penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan (BPJS
Kesehatan), dengan penambahan dari sumber litterasi sekunder seperti buku-
buku Hadits, buku-buku figih, jurnal-jurnal ilmiah dan buku-buku yang
berkaitan erat dengan materi penelitian. Dari penelitian ini muncul data yang
akan diteliti, penelitian data menggunakan metode penelitian washfi tahlili wal
mugorin  (Deskriptif Analitis, dan komparatif) yaitu dengan membaca,
pencatatan, penganalisisan setelah itu dikomparatifkan/ di bandingkan sehingga
penggambaran wujud dari data dapat dengan jelas dipahami, dan kedua metode
ini digunakan untuk merumuskan jalan keluar dari perbedaan pendapat dalam
penelitian. Dan jalan keluar yang diberikan adalah dengan menggabungkan
kedua pendapat fatwa MUI dan NU terkait dengan BPJS atau yang lebih dikenal
dengan teknik al-jama’ baina qoulain, dan al-jama’ solusi yang lebih baik agar
BPJS dapat dijalankan sampai menunggu munculnya konsep BPJS Kesehatan
syariah.



